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ABSTRAKSI

Dengan diber'lakukannya Undang-undang Nomor 19

Tahun 1992 terjadi perubahan khususnya dalam sistem

pendaftaran merek yang menganut sistem positif atau

kc,nstitutip yakni hak mi lik atas merek terjadi karena

pendaftaran. Bagi pendaftar akan memperoleh hak khusus

yang diberikan oleh negara yaitu dalam tenggang waktu

tertentu tidak diperk€nankan orang Iain mEnggunakan

m€!rek terdaftar selain dengan persetujuan pemilik merek

t€|rdaftar t e rsebut .

Bagi pendaftar m€rek diharuskan mengajukan pErmo-

honan pendaftaran merek ke Kantor Merek dengan

menyertakan syarat-syarat tertentu. Permohonan pendaf-

taran merek tersebut oleh pihak Kantor Merek akan

diteliti dengan memperhat i kan merek terdaftar' yang

dimaksudkan apabi la ada kesamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya pihak Kantor MErek akan menolak

permohonan pendaftaran merek. Namun apabila dirasa tidak

acla unsur kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya,

maka pihak Kantor Merek akan mEngumumkan merek ters€but

selama waktu enam bulan dengan menempatkan di papan

pengumuman dan menempatkan dalam Berita Resmi Merek'

Maksud pihak Kantor Merek mengumumkan akan didaf-

tarkannya merek adalah agar memberi kan kesempatan kepada



khalayak resmi untuk mengajukan sanggahan atau keberatan

atas di daftarkannya merek tersebut. Misalnya ternyata

merek yang akan didaftar ada kesamaan pada pokoknya atau

keseluruhan dengan merek terdaftar atau merek yang oleh

undang-undang harus ditolak untuk didaftar.

ADabi 1a tidak terdapat pihak lain yang mengajukan

sanggahan atau keberatan, maka pihak Kantor Merek akan

mendaftar merek yang dimohonkan untuk didaftar tersebut

dengan memberi kannya sertifikat merek. D€ngan diberikan-

nya sertifikat merek, berarti pendaftar merek mempunyai

hak mi lik atas merek karena hak milik atas merek terjadi

k.arena pendaft aran.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka

)'ang perlu dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah:

Sejauhmana ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 19

Tahun 1992 dapat memberi kan per] indungan kepada pemilik

merek terdaftar yang tidak mengajukan sanggahan atau

lieberatan atas didaftarkannya mersk ?

Dal am penyusunan skri psi ini di perl ukan penel i-

tian baik kepustakaan maupun psngamatan lapangan yaitu

di Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timur. Hal ini

dimaksudkan untuk mengetahui per'l i ndungan yang diberikan

kepada pemi lik merek terdaftar apabi la terdapat kesamaan

pada pokoknya atau keseluruhan dengan mer€k yang didaf-

tar kemudian. Dengan di lakukannya penelitian ini diha-



rapkan dapat memp€roleh jawaban yang bsnar atau msnde-

kati kebenaran atas permasal ahan yang dibahas.

Jadwal waktu penelitian saya bagi menjadi empat

tahap yaitu; Tahap pertama persiapan memerlukan waktu

empat minggu, tahap kodua pengumpulan data memer'lukan

'r{aktu empat minggu dan tahap pengol ahan serta analisis

data memerlukan waktu empat minggu.

Metode p€nel i t i an pendekatan masal ah di gunakan

metode yuridis normatif maksudnya pembahasannya didasar-

kan atas peraturan pe rundang-undangan dalam hal ini
Undang-undang Nomor 19 Tahun 11992 (selanjutnya dising-
kat UU No. 19 Tahun 1992) dan Kltab Undang-undang Hukum

Perdata (selanjutnya dlsingkat KUH Perdata). Sumbar data

diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer yakni bahan hukum yang barsifat mengi kat

dalam hal ini peraturan pe rundang-undangan dan bahan

hukum sekunder yang sifatnya menjelaskan bahan hukum

primer tErdiri dari pedapat para sarjana, literatur
maupun bahan perkuliahan serta didukung oleh data pe-

lengkap melalui wawancara di Departemen Kehakiman Jawa

Timur.

Data sekunder dikumpulkan melalui membaca, mempe-

'Iajari, m6ngidentif ikasi kemudian mengklasifikasikannya,

sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan

masal ah yang dibahas. Kemudi an diolah menggunakan cara



deduktif yaitu bertolak dari hal yang umum mengcnai

perl i ndungan hukum terhadap perl i ndungan bagi pemi I i k

merek yang tidak mengajukan sanggahan atau keberatan

terhadap merek tErdaftar yang ada kesamaan pada pokoknya

atau keseluruhan, Selanjutnya dianalisis secara kualita-

tif yaitu menganal isis suatu permasalahan didasarkan

atas pemikiran yang logis dan bernalar dengan menelaah

si st emat i ka peraturan pe rundang-undangan ' sehingga

diperoleh data yang b€rsifat deskriptif analisis.

Dari hasjl penelitian diperoleh suatu penjElasan

bahvra bagi yang mendaftarkan mereknya diberikan hak

khusus oleh negara selama sama pendaftaran tidak di-
perksnankan orang lain tanpa persotujuan pemi lik merek

menggunakan merek terdaftar. Apabila menggunakan merek

tanpa persetujuan dengan pemilik merek, padahal ada

kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan, maka akan

dijatuhi sanksi pidana sebagaimana pasal 81 dan 82 UU

No. 19 Tahun .l992. Dengan dijatuhinya pidana bagi peng-

guna merek yang ada kesamaan pada pokoknya atau keselu-

ruhannya, tidak menutup kemungkinan pihak pemilik mersk

terdaftar mengajukan gugatan sebagaimana pasal 72 UU No.

19 Tahun .|992 berupa gugatan ganti rugi dan penghent ian

penggunaan merek ke pengadi lan sebagaimana pasal 52 UU

No. 19 Tahun 1992,

Pelihal gugatan ganti rugi tersebut tidak terda-



pat ketentuan l€bih lanjut dalam UU No Tahun 1992.

Namun apabila diperhatikan, bahwa UU No. 19 Tahun 1992

merupakan undang-undang yang bersifat khusus, maka

apabi la tidak mengaturnya, yang digunakan adalah

ketentuan yang bersifat umum, dalam ha1 ini adalah KUH

Perdata. Dalam hukum perdata terhadap perbuatan

melanggar hukum, b€rdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH

Perdata memb€ri kan hak kepada pemi lik merek t€rdaftar
untuk msngajukan gugatan penggantian kerugian berupa

biaya, rugi dan bunga kspada pengguna mer€k yang

ternyata ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan

tanpa persetujuan pemi l ik merek t€rdaftar.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disim-

pulkan bahwa pgmilik merek terdaftar tetap memperoleh

perl i ndungan hukum wa l aupun t i dak mongaj ukan sanggahan

atau k€b€ratan atas didaftarkannya merek yang ternyata

ada kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Perlindun-

gan hukum tersebut berupa permintaan penghent ian pendaf-

taran merek dan gugatan pgnggantian kerugian, sebagaima-

na pasal 72 UU No. 19 Tahun 1992 jo pasal 1365 KUH

Perdata. Hanya saja permohonannya tidak diajukan ke

Kantor Merek melainkan ke Pengadi lan Negeri Jakarta

Pusat atau Pengadi lan N€geri lainnya sebagaimana pasal

52 UU No. 19 Tahun 1992.

Dari uraian di atas saya menyarankan bahwa



hendaknya pemeriksaan socara substantlf yang di lakukan

oleh Kantor Merek sobagaimana pasal 5 dan 6 UU No. t9

Tahun 1992. Apabi la mengstahui merek yang dimohonkan

untuk didaftar ternyata ada kesamaan pada pokoknya atau

kessluruhan, Kantor Merek harus menolak pendaftaran

tersebut tanpa menunggu untuk diumumkan sampai ada

sanggahan oleh pemilik merek terdaftar.




